
 

 

                                                                    

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kasus tindak pidana penggelapan (Verduistering) ini di atur di dalam 372 KUHP 

Buku II (Kejahatan) “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki 

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, tetapi yang ada dalam kekuasaanya 

bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana penjara 

paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah” 

(Pasal 372 KUHP). 

Menurut DRS.P.A.F.Lamintang,S.H,M.H dan C.Djisman Samosir,S.H.,M.H. 

Penggelapan adalah seseorang yang menyalahgunakan hak atau penyalahgunaan 

kepercayaan yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur 

melawan hukum. (Lamintang dan Samosir,2010: 109). 

Terdapat unsur-unsur didalam kejahatan penggelapan menurut pasal 372 KUHP 

yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif itu sendiri adalah 

menguasai untuk diri sendiri atau zich toeeigenen. Sedangan unsur objektif adalah 

dengan sengaja atau opzettelijk. 

Berbagai kasus kriminal semakin marak terjadi di tengah-tengah masyarakat 

apalagi pada kondisi saat ini dunia sedang dilanda oleh Virus Covid-19 yang 

kemudian sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Dengan demikian hal tersebutlah yang dapat menyebabkan sebagian masyarakat 
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menghalalkan segala cara agar mendapatkan nafkah dan mencukupi kehidupannya 

sehari-hari. Dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi, salah satu contoh 

kasusnya yaitu kasus penggelapan mobil sewaan yang terjadi diberbagai daerah 

salah satunya di Kotabumi Lampung Utara. Seiring perkembangannya jasa 

sewaan mobil semakin diminati karena memang hasilnya yang menjanjikan, hal 

inilah yang menjadi parameter bahwasannya permintaan dan minat akan sewa 

mobil relatif tinggi di Indonesia termasuk di Kotabumi Lampung Utara, namun 

terkadang usaha sewaan mobil tidak selamanya bisa mendapatkan keuntungan, hal 

tersebut dapat terjadi apabila mobil mengalami kecelakaan dalam perjalanan atau 

hilangnya mobil karena kelalaian ataupun kejahatan penyewa mobil. 

Sewaan mobil terjadi karena adanya komunikasi antara penyewa dan pemilik 

sewa mobil artinya sesudah adanya transaksi sewa-menyewa maka penyewa telah 

memberikan kepercayaan agar mobil tersebut disewakan kepada mereka, namun 

setelah diberi kepercayaan hal tersebut membuat seseorang lalai akan tanggung 

jawabnya untuk mengembalikan setelah menyewa mobil sesuai dengan waktu 

yang telah disepakati sebelumnya.  

Seperti kasus yang terjadi di Kotabumi Lampung Utara dengan perkara Nomor 

55/Pid.B/2019/PN Kbu yang menimpa korban Marsoedi (63). Awalnya korban 

menyewakan mobilnya kepada pelaku dengan alasan menjenguk kedua orang 

tuanya di Kalianda,Lampung Selatan. Namun mobil tersebut oleh pelaku dibawa 

kabur dan kemudian dipindah tangankan atau menggadaikan mobil tersebut 
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kepada orang lain tanpa seizin korban. Pelaku mengakui telah melakukan tindak 

pidana penggelapan. 

Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis skripsi tertarik untuk menyusun 

skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

PENGGELAPAN MOBIL SEWAAN (Studi Perkara Nomor 55/Pid.B/2019/PN 

Kbu)” 

1.2  Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1.2.1 Permasalahan  

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang diatas, terdapat permasalahan 

yang akan dikemukakan penulis sebagai berikut :  

a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan 

mobil sewaan?  

b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap 

tindak pidana penggelapan mobil sewaan? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Dari permasalahan di atas, ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah kajian 

dibidang ilmu hukum terutama hukum pidana, maka penulis membatasi ruang 

lingkupnya mengenai penegakan hukum tindak pidana penggelapan mobil sewaan 

dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penggelapan mobil sewaan dalam perkara nomor 55/Pid.B/2019/PN Kbu. 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, tujuan penulisan yang hendak dicapai 

dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana 

penggelapan mobil sewaan. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap 

penggelapan mobil sewaan. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut : 

a. Secara teoritis, hasil penelitian skripsi mengenai penegakan hukum terhadap 

tindak pidana penggelapan mobil sewaan dapat dipergunakan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan serta pemikirin mengenai ilmu hukum 

pada umumnya yang berkaitan tentang penelitian ini. Dan juga bisa 

menambah referensi untuk pembaca sebagai literatur untuk bisa meneliti lebih 

lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian kasus penggelapan 

mobil sewaan.  

b. Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan memperluas pengetahuan penulis serta mahasiswa lainnya 

mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil 

sewaan. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat menyelesaikan 
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pendidikan Strata 1 (S1) program studi Ilmu Hukum Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi. 

 

1.4 Sistematika Penulisan  

Agar mempermudah dan memahami mengenai isi dari penelitian skripsi ini, 

penulis membahas isi dibagi kedalam V (lima) bab berdasarkan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN, pada bab 1 penulis membahas menganai latar 

belakang masalah dalam penelitian ini, permasalahan dan ruang lingkupnya, 

tujuan dari penelitan ini dan kegunaannya, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tinjauan umum mengenai 

penelitian ini, seperti pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, pengertian 

tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian sanksi pidana, jenis-jenis 

sanksi pidana, pengertian tindak pidana penggelapan, unsur tindak pidana 

penggelapan, jenis-jenis tindak pidana penggelapan, tinjauan tentang penegakan 

hukum. 

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan tentang pendekatan 

masalah, jenis dan sumber data penelitian, prosedur pengolahan dan pengumpulan 

data, yang terakhir analisis data. 

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini menjelaskan 

mengenai hasil dari penelitian ini, yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana 
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penggelapan mobil sewaan, dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan 

hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil sewaan. 

BAB V PENUTUP, pada bab terakhir ini membahas mengenai kesimpulan dan 

saran setelah melakukan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA, pada bagian ini berisikan tentang literatur dan sumber 

data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN, pada bagian ini berisi tentang data pendukung serta 

berkas-berkas saat pelaksanaan penelitian dan penulisan berlangsung. 


